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PERATURAN GUZERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUHOTA JAKARTA

NCVMOR 126 TAHUN 2010
TENTANG

PENGUASAAN PERENCANAA/PERUNTUKAN BIDANG TANAH UNTUK
PELAKSANAAN PEMBANC UNAN JALAN LAYANG DARI BLOK M
SAMPAI DENGAN JALAMN ANT/ ASARI, KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAF KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancarar i2lu iintas dalam rangka menunjang kegiatan
ekonomi, sosial dan kegiatan lainnya di Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta, perlu adanya pengembangan prasarana secara
terarah, antara lain dengan pembangunan/pelebaran jalan;

b. bahwa berdasarkan pertiinbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
peru menetankan Peraturan Gubemur tentang Penguasaan Perencanaan/
Peruntukan 3Bidarg Tanan untuk Pelaksanaan Pembangunan Jalan
Layang dari Blok i1 san'jai dengan Jalan Antasari, Kota Administrasi
Jakarta Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-pokok Agraria,

2. Undang-Undang Nomcr 51 Prp Tahun 19€0 tentang Larangan
Pemakaian Tanah Tanp2 lzin yang Berhak atau Kuasanya;

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomcr 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana ‘clah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Uncang Nomor 12 Tahun 2008;

5. Undang-Undang Nomacr 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Dacrah Khust:s lbukota Jakarta sebagai Ibukota Negara
Kesatuan Republik indoesie;

6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah
bagi Pelaksanazn Fombangunzn  untuk  Kepentingan Umum
sebagaimana teloh diuhah dengan Peraturan Presiden Nomor 65
Tahun 2006:



Menetapkan

7. Peraturan Kepala Badar Perianahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007
tentang Keientuan Polzksanaan  Pereturan  Presiden  Republik
Indonesia Nomor 36 T=hun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi
Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana
telah diubah dergan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006
tentang Perubahan atac Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005

tentang Pengadaan Tenah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk
Kepentingan Umum;

8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1991 tentang Bangunan di Dalam
Wilayah Daerah Khusus bukota Jakarta;

9. Peraturan Daerah Nomcr 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Daerah Khusus ibukota Jakarta;

10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi
Perangkat Daerah;

MEMUTLUSKAN :

PERATURAN GUBERNUF TENTANG PENGUASAAN PERENCANAAN/
PERUNTUKAN BIDANG TAMNAH UNTUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
JALAN LAYANG DARI BLCK M SAMPAI DENGAN JALAN ANTASARI,
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN.

Pasal 1

Penguasaan Perencanaan/Feruntukan Bidang Tanah untuk Pelaksanaan
Pembangunan Jalan Layang dari Blok M sampai dengan Jalan Antasari,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan lebar 8,5 m (delapan koma
lima meter) dari Jalan Pattin:ura sampai dengan or/off ramp Jalan Prapanca
dan 17 m (tujuh belas meiar) dari on/off ramp Jalan Prapanca sampai
dengan Jalan Pangeran Antasar sebagaimana dijelaskan dengan tanda
garis warna biru tebal pade peta situasi skala 1 : 1.000 terdiri dari 13 (tiga
belas) lembar, <engan Nomor Pemeriksaan 1103/S/PPSK/DTR/VI/10 dibuat
sebanyak 2 (dua) set yang aslinya disimpan di Biro Umum Sekretariat
Daerah Provinsi Daerah Khusus |bukota Jakarta.

Fasal 2

Penguasaan Pcrencanaan/Poruntukan Bidang Tanah untuk Pelaksanaan
Pembangunan Jalan Layain« dari Blok M sampai dengan Jalan Antasari,
Kota Administrasi Jakarta S=latan merupakan dasar bagi Dinas Pekerjaan
Umum Provinsi DKI Jakariz untuk membebaskan/mengosongkan dan
mengamankarn tanahfloka:i yang digunakan, baik langsung maupun tidak
langsung untuk pelaksanaan pembangunan.

rasal 3

Peraturan Gubernur ini beri=ku untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun
dan akan ditinjau kernbeaii apzhila pelaksanaan pembangunan belum
selesai dan jangka waktu tersebut sudah terlampaui.



Pasal 4
Sekretaris Dacrah Provin:i Daerah Khusus |bukota Jakarta agar
mengoordinasikan pelakssnaan lebih lanjut Peraturan Gubernur ini
dengan Instanzi terkait.

Pasal 5
Peraturan Gubernur ini muisi beriaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Gubernur ini cdeingan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Daerain Khusus Ibukota Jakaria.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juli 2010

GUBERNUR PRCOVINS| DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Diundangkan di Jakarta /
padatanggal g Jy1i 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

AYAT
NIP 195104271972031003

BERITA DAERAH PROVINS! DA=RAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2010 NOMOR 13}



